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         Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena 
judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih 
menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita.  
 
         Penelitian ini bertujuan untuk megetahui (1) perjudian diatur dalam hukum 
positif Indonesia, (2) megetahui aspek kriminologis terhadap tindak pidana bagi 
orang yang mengunakan kesempatan untuk main judi, (3) pertimbangan hakim dalam 
pemidanaan terhadap tindak pidana bagi orang yang mengunakan kesempatan untuk 
main judi.  
 
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif 
yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat 
asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan. 
 
        Hasil penelitian tindak pidana perjudian dirumuskan dan Pasal 303 dan Pasal 
303 bis KUHPidana, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.  Pertimbangan hakim terhadap 
orang yang mengunakan kesempatan untuk main judi (togel) dalam perkara nomor : 
81/Pid/B/2019/PN.Bbs didasarkan dengan fakta-fakta hukum yakni keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. Unsur tindak pidana perjudian (a) unsur 
barang siapa, (b) unsur tanpa mendapat ijin, dan (3) unsur dengan sengaja 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk pasang nomor (judu togel) yang 
menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan 
untuk itu.  
 
 





         The phenomenon of gambling remains an actual and very interesting issue 
because gambling which is said to have been of human age in its development is still 
an activity that can be found in practice around us. 
 
         This study aims to find out (1) gambling regulated in positive Indonesian law, 
(2) know the criminological aspects of criminal acts for people who use the 
opportunity to play gambling, (3) judges' consideration in criminal punishment for 
people who use the opportunity to play gambling. 
 
        This type of research is a library research (library research) data or materials 
needed to complete research comes from the literature in the form of books, journals, 
literature, books, research reports, and so forth related to the problem. Data 
collection was obtained from secondary legal materials, a normative approach (legal 
research). The normative juridical approach is the approach taken in the form of 
finding the truth by looking at the principles in terms of good legislation. 
 
        The results of the gambling crime research are formulated and Article 303 and 
Article 303 bus Criminal Code, are threatened with a maximum imprisonment of 
four years or a maximum fine of ten million rupiah. Judge's consideration of people 
using the opportunity to gamble (lottery) in case number: 81 / Pid / B / 2019 / 
PN.Bbs is based on legal facts namely witness statements, defendant statements, and 
evidence. Gambling criminal elements (a) elements of whoever, (b) elements without 
obtaining permission, and (3) elements intentionally offering or giving opportunities 
to attach numbers (judu togel) that make it a livelihood or by participating in a 
company for that . 
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A. Latar Belakang Masalah 
         Permasalahan  kausa  kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan  
suatu problem sosial  yang hingga kini masih senantiasa ada, cukup hangat untuk 
dibicarakan, bahkan masih terus dikaji dan diteliti untuk kepentigan akademik.  
Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan zaman. Perkembangan 
masyarakat yang semakin maju menyebabkan kejahatan ikut mengalami 
perubahan baik dari segi bentuk maupun modsunya. Oleh karena itu sulit jika 
negara akan melenyapkan kejahatan secara total.1  
         Dalam banyak kasus, kejahatan terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor 
biologis, sosiologis, ekonomis, mental (agama, bacaan, harIan-harian, film); fisik 
(keadaan iklim dan lain-lain), dan pribadi (umur, ras, dan nasionalitas, alkohol, 
perang).2 Dalam konteks Indonesia sebagai sebagai negara yang berdasarkan 
hukum, menurut Mertokusumo dan Pitlo pemerintah harus menjamin adanya 
penegakan hukum dan tercapaianya tujuan hukum, adapun dalam penegakan 
hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yaitu keadilan, 
kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum.3 Dengan demikian untuk 
menghadapi banyaknya kejahatan tersebut pemerintah dalam hal ini aparat 
                                                          
1 Adon Nasrullah Jamaludin. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat dan 
Problematiknya. Jakarta: CV.Pustaka Setia. 2015.  hlm.348 
2    Kartini Kartono. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.  Jakarta: Grafindo Persada, 2003. 
hlm.142-143 
3  Moh. Hatta.  Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. 




penegak hukum harus benar-benar menjamin rasa keadilan pada masyarakat 
dalam setiap kasus-kasus kejahatan yang diperkarakan di pengadilan. 
          Fenomena perjudian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh 
karena judi yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya 
masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita. 
Perkembangan praktik perjudian tidak hanya dilakukan dengan judi secara 
konvensional seperti judi kartu, judi tebakan dan lain sebagainya. Dalam kontek 
pidana, maka perjudian termasuk dalam ranah tindak pidana umum. Artinya 
adanya suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa 
memiliki suatu kualitas atau jabatan yang khusus.4  
        Perjudian merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. 
Perjudiannya an sich mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi 
akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi 
masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti 
pencurian, perampokan, dan cara pencarian uang secara tidak benar lainnya. 
Perjudian bahkan ditenggarai berkaitan dengan etos kerja masyarakat. Masyarakat 
menjadi malas bekerja keras, dan cenderung tidak dapat mengembangkan sikap 
hidup hemat. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangannya 
sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. 
          Tindak kejahatan perjudian merupakan salah satu problem sosial yang 
terjadi di masyarakat. Perjudian dipahami sebagai bentuk permainan di mana 
pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana 
                                                          





hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi  pemenang,  pemain  yang  kalah  
taruhan  akan  memberikan  taruhannya kepada   si   pemenang,   pertaruhan   dan   
jumlah   taruhan  ditentukan   sebelum pertandingan dimulai. Penyakit masyarakat 
terhadap tindak pidana perjudian sangat merugikan masyarakat sekitar.  
          Perjudian  cenderung membuat  masyarakat  menjadi  pemalas  untuk  
bekerja  dengan  keras dalam mendapatkan nafkah. Mereka hanya mengandalkan 
peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Selain itu tindak pidana ini juga 
berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan 
tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat 
dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa.   
         Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, 
kepatuhan dan moral, serta dapat membahayakan bagi penghidupan dan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.  Namun melihat kenyataan dewasa ini 
perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam 
masyarakat. Di tinjau dari segi  kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian 
mempunyai dampak negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama 
terhadap generasi muda.  
          Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama ini, perjudian masih 
banyak dilakukan oleh kaum kecil atau masyarakat kelas bawah serta 
pengangguran dimana kehidupan sehari-harinya masih pas-pasan untuk 
menyambung hidup, sehingga keadaan ekonomi yang sangat kurang ini waktu 
luangnya digunakan untuk bermain judi dengan harapan untuk mengadu nasib, 
siapa tahu akan mendapatkan uang yang banyak, tetapi di samping itu jika kalah 




menutupi kebutuhan hidupnya. Rendahnya penghasilan seseorang akan dapat 
menjadikan seseorang mudah terpengaruh jika ada orang lain menawarkan suatu 
permainan yang cepat menghasilkan banyak uang dalam  waktu yang relatif 
singkat, tanpa bekerja keras atau bersusah payah dengan bermodal spekulasi atau 
keberuntungan.   
         Pada sisi yang lain, faktor lingkungan mempunyai andil yang cukup besar 
mengingat lingkungan sebagai suatu daerah dimana sekelompok masyarakat itu 
tinggal. Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan 
masyarakat karena sebagai anggota masyarakat perlu juga bergaul dengan 
masyarakat sekelilingnya, kelompok masyarakat akan membawa pengaruh pada 
seseorang untuk bertingkahlaku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya 
tidak baik akan membawa pengaruh pada segi kehidupan masyarakat di 
sekitarnya, termasuk juga mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku baik, 
begitu pula jika di lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan membawa 
pengaruh kepada seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena manusia 
mempunyai sifat untuk meniru.   
         Lingkungan bukan hanya meliputi wilayah tempat tinggal saja, melainkan 
juga termasuk lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan 
keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil.  Pengaruh lingkungan 
dikatakan kuat terhadap pembentukan tingkah laku seseorang jika pribadi 
seseorang tersebut lemah dalam arti pendirian atau mentalnya mudah dipengaruhi 
oleh lingkunganya, sedangkan pengaruh lingkungan dikatakan lemah jika 
seseorang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkunganya dan mempunyai kesadaran 




         Demikian juga dengan perjudian, jika lingkunganya adalah lingkungan 
orang-orang yang gemar bermain judi maka seorang yang bukan penjudi akan 
terpengaruh masyarakat yang suka bermain judi dan lambat laun akan terbawa 
kearah kebiasaan berjudi jika tidak mempunyai mental yang tinggi. Mungkin pada 
mulanya orang hanya mendengar dan melihat orang-orang di lingkungan tempat 
tinggalnya bermain judi.  
        Salah satu kasus perjudian (togel) yang terjadi di wilayah hukum pengadilan 
Negeri Brebes, adalah sebagai berikut: 
“Beberapa orang saksi telah mendapati W.bin R sedang melayani pemasang 
judi togel dengan cara menerima uang dan menampung angka pasangan judi 
yang telah ditebak oleh para pemasang dan selanjutnya merekap uang 
setoran hasil penampungan tersebut dengan cara online malalui internet. Ini 
merupakan jenis Togel Singapura, beroperasi setiap hari kecuali hari Selasa 
dan Jum’at. Tempat pelaksanaan di Jl.Sarjito kelurahan Gandasuli keamatan 
Brebes. Pembelian angka judi togel  (pemasangan) minimal Rp 1.000,- 
(seribu rupiah) dengan pilihan angka : 2 angka, 3 tiga angka dan 4 angka  
(misalnya 12, 123 dan 1234). Untuk tebakan 2 angka tepat mendapat hadiah 
70 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka tepat mendapat hadiah 
400 kali lipat dari besar pasangan, dan tebakan 4 angka tepat mendapat 
hadiah 3000 kali lipat dari besar uang pasangan”. 
 
         Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku 
yang  menyimpang  harus  terus  dilakukan.  Hal  ini  sangat  beralasan  karena 
perjudian  merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap  norma-norma  sosial  yang 
dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. 
        Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya 
ketertiban sosial.  Dan kemudian dapat dinyatakan melanggar dari kententuan 
pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa Ayat (1) diancam dengan kurungan 
paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :  (a) 




melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303; (b) Barangsiapa ikut serta 
permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat 
yang dapat dimaksuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, 
ada izin dari penguasa yang berwenang.  
         Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka akan dikaji 
mngenai “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam 
Masyarakat di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes”, sebagai judul penelitian ini.         
 
B. Rumusan Masalah 
         Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah perjudian diatur dalam hukum posistif Indonesia? 
2. Bagaimanakah aspek kriminologis terhadap tindak pidana bagi orang yang 
mengunakan kesempatan untuk main judi?  
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana 
bagi orang yang mengunakan kesempatan untuk main judi?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk megetahui perjudian diatur dalam hukum positif Indonesia. 
2. Untuk megetahui aspek kriminologis terhadap tindak pidana bagi orang yang 
mengunakan kesempatan untuk main judi 
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak 




D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
             Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya tentang (a) perjudian, (b)  
pertanggungjawaban pidana, dan (c)  pertimbangan hukum Hakim dalam 
penjatuhan sanksi tindak pidana perjudian 
2. Manfaat Praktis 
        Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami (a) 
perjudian, (b)  pertanggungjawaban pidana, dan (c)  pertimbangan hukum 
Hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana bagi orang yang mengunakan 
kesempatan untuk main judi 
 
E. Tinjauan Pustaka 
          Tindak pidana  perjudian telah banyak dikaji secara akademik oleh para 
peneliti, antara lain : 
1. Geraldy Waney meneliti tentang “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana 
Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”, hasil penelitiannya adalah  
tindak pidana perjudian dapat dirumuskan dalam dua pasal yakni Pasal 303 dan 
303 bis. Kedua pasal ini merupakan suatu kejahatan antara lain adalah 
kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan 
menggunakan kesempatan main judi bersama-sama dengan orang lain. Unsur-
unsur tindak pidana perjudian adalah permainan/perlombaan dan untung-
untungan serta ada taruhan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 




persidangan baik saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain baru hakim 
harus memperhatikan secara yuridis, hal yang meringankan dan hal yang 
memberatkan sesuai dengan keyakinan hakim. 
2. HM. Siregar, meneliti tentang “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam 
Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian”, hasil penelitiannya 
adalah bahwa  terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana 
terhadap tindak pidana perjudian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.. Terjadinya disparitas putusan 
hakim disebabkan beberapa faktor yang satu sama lainya merupakan 
pertimbangan hakim atau majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
kepada pelaku perjudian. 
3. Nikita Rizkila, meneliti tentang “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian 
Ditinjau dari Syari’at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, hasil 
penelitiannya bahwa  penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
perjudian ditinjau dari syari’at Islam diterapkan dengan uqubat (hukuman) 
terhadap pelakunya yang berupa ‘uqubat cambuk di depan umum paling 
banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan uqubat denda 
paling banyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit 
Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan Daerah dan 
disetor langsung ke Kas Baital Mal. Sementara itu penjatuhan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia 
diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu pidana penjara selama-lamanya empat 




        Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 
mengindikasikan relevan yang pada dasarnya merujuk Pasal 303, 303 Bis 
KUHP. Hasil-hasil penelitian mengenai tindak pidana perjudian (mengunakan 
kesempatan untuk main judi)  apabila dibandingkan dengan penelitian yang 
akan dilaksanakan, maka terdapat perbedaan khususnya syari’at Islam 
diterapkan dengan uqubat (hukuman) terhadap pelakunya yang berupa ‘uqubat 
cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 
(enam) kali dan uqubat denda paling banyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima 
juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Adapaun 
kesamaannya pada dasar rujukan yakni dirumuskan dalam dua pasal yakni 
Pasal 303 dan 303 bis. Kedua pasal ini merupakan suatu kejahatan antara lain 
adalah kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain 
judi. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan, dengan merujuk pada 
permasalahan dan kasus yang ada, maka akan dideskripsikan tindak pidana 
perjudian dalam hukum positif, pertimbangan hakim dalam tindak pidana 
perjudian berdasarkan putusan Nomor 81/Pid/B/2019/PN.Bbs. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa 
sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk dapat memahami 
objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.5 Penelitian merupakan suatu 
kegiatan imiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan 
                                                          




secara metodologis sistematis dan konsisten.6 Kegunaan penelitian ialah untuk 
menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu aset 
keadaan khusus.7 Dalam kontek penelitian ini, maka metode penelitian dipahami 
sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan 
konstruksi hukumnya  mengenai penggelapan dalam jabatan.  Beberapa hal yang 
perlu dijelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, jenis data penelitian,  
pengumpulan data, analisis data dan sebagainya  diuraikan sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
hal ini mengingat data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni (a) perjudian dalam hukum positif, (b) aspek 
kriminologis tindak pidana kesempatan untuk main judi, dan (c) pertimbangan 
hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian. 
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.8   Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif yakni pendekatan yang 
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dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas 
dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta 
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar mengenai 
tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perjudian dalam masyarakat di 
wilayah hukum Kabupaten Brebes. 
3. Sumber Data 
         Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer. 
Bahan hukum primer menurut I Made Pasek Diantha adalah pernyataan 
yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang 
kekuasaan pemerintahan  yang meliputi undang-undang yang dibuat 
parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif atau 
administratif.9  
Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain : 
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian 
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 
Penertiban Perjudian. 
6) Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 81/Pid/B/2019/PN.Bbs. 
b. Bahan Hukum Sekunder. 
        Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum 
sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. 
Dalam arti sempit, pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi 
ajaran atau doktrin atau trities; terbitan berkala atau artikel tentang ulasan 
hukum atau law review dan narasi tentang arti, istilah, konsep, phrase, 
berupa kamus hukum, atau eksiklopedi hukum. Dalam arti luas adalah 
bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk 
karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau ‘...any written work 
that is not primary authority..’ yang dimuat di koran atau majalah 
populer.10   Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: jurnal, 
literature, buku, laporan penelitian, kamus hukum, atau eksiklopedi hukum 
dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi 
kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
                                                          




secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, 
yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.11        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata, gambar, 
rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang berkaitan dengan tindak 
pidana bagi orang yang mengunakan kesempatan untuk main judi. 
 
G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut. 
       Bab     I  : Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) metode penelitian dan (f) sistematika penulisan 
       Bab  II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan umum 
tindak pidana, (b) perjudian, (c) sanksi pidana perjudian. 
                                                          




Bab III  :  Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) perjudian diatur 
dalam hukum positif Indonesia, (b) tinjauan kriminologis terhadap 
tindak pidana perjudian, (c) pertimbangan hakim dalam pemidanaan 
terhadap tindak pidana bagi orang yang mengunakan kesempatan 
untuk main judi, (d)  pembahasan  























A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
        Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana 
diistilahkan dengan ‘tindak pidana’ yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu 
harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.Suatu 
perbuatan yang sudah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi jika dilakukan 
oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu pelaku tidak 
dapat dipidana.12  
        Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam 
undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan 
kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat 
(aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap 
batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang 
dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan 
hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan 
tersebut dapat dijatuhi hukuman.    
                                                          




         Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.  
        Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam13.  
         Menurut Simons, strafbaarfeit yang dikutip oleh P.A..F. Lamintang 
mengatakan bahwa: "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum". J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman 
Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia, memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian, yaitu:  
a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
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b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.14  
        Pada umumnya di dalam hukum pidana perumusan mengenai tindak 
pidana dijabarkan sebagai berikut (a) suatu perbuatan manusia yang dalam ini 
hal meliputi kejahatan pelanggan, termasuk juga pengabadian (mengabaikan) 
dan kelalaian, (b) perbuatan tersebut di larang dan diancam dengan hukuman 
atau sanksi, (c) perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.15   
Pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:  
a. Simons  
             Perumusan feit atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur : 
perbuatan manusia (mislijke handelingen). Dalam handelingen yang 
dimaksudkan tidak hanya een doen (perbuatan) tetapi juga een nelaten 
(mengabaikan).Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan 
perbuatan tersebut.16  
b. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
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yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.17   
c. Wiryono Projodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana adalah  suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya 
ini dapat dikatakan ‘subjek’ tindak pidana. Berdasarkan pendapat tersebut, 
suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu : 
1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia 
2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan, maksud, dan kesadaran 
3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-
jawabkan menurut hukum.18   
       Dengan demikian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 
perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat 
seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi 
unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan 
rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan 
hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. 
Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 
Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai 
tindakan penghukuman. 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
         Penjabaran mengenai suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-
unsurnya, maka akan ditemui suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan 
tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh 
undang-undang. Jika diteliti peraturan undang-undang di Indonesia seperti 
KUHP tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, melainkan tiap-tiap 
pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak 
pidana yang berbeda bahkan ada yang menyabutnya sebagai kualifikasi tindak 
pidana.  
         Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas dua sudut pandang, 
setidaknya dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Secara teoritis 
artinya berdasarkan pendapat para ahli hkum, yang tercermin pada bunyi 
rumusannya. Sementara itu, sudut undangundang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno, unsur tindak 
pidana adalah : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).19 
         Dari sudut pandang undang-undang buku II KUHP memuat rumusan-
rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. 
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Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui 
adanya 11 unsur tindak pidana yaitu : 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
          Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang 
terdiri dari unsur subjektif dan objektif. 
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 
b. Suatu percobaan (poging); 
c. Macam-macam maksud (oogmerk); 
d. Merencanakan terlenih dahulu (voorbedachteraad); 
e. Perasaan takut (fress). 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 




b. Kualitas dari si pelaku.20  
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
        Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau 
mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang 
mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya 
dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak 
pidana kedalam dua (2) kelompok besar yaiitu dalam buku kedua dan ketiga 
masing-masing manjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.21 
 Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : 
a. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten). 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten). 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/postif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) 
dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
ommissionis). 
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e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. 
g. Dilihat dari sudut sibjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
komunia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 
tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualiitas 
pribadi tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan 
antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan 
(klacht delicten). 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana 
yang diperberat (gequalificeerde deicten) dan tindak pidana yang 
diperingan (gepriviligieerde dellicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, 
tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap 




k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 
antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 
berangkai (samangestelde delicten).22  
          Di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi tindak 
pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu 
menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok 
dan pidana tambahan.Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana pokok terdiri dari : 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
e. Pidana tutupan 
Pidana tambahan terdiri dari : 
a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
c. Pidana pengumuman putusan hakim 
Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut : 
a. Pidana Pokok 
b. Pidana mati 
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          Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu Pasal 
9 Wetboek va Strafrecht (W.v.S) Nederland, yang pada pidana pokok tidak 
terdapat pidana mati, sudah dihapuskan dengan undangundang tanggal 17 
September sejak tahun 1870, staastblad 162. Akan tetapi pidana mati 
kembali dicakupkan kedalam hukum pidana Belanda, khususnya pada 
pelaku delik-delik tertentu (kejahatan perang, pengkhianatan dan lain-lain). 
Kemudian berdasarkan amandemen undang-undang dasar yang 
diberlakukan tanggal 17 Februari 1983 ditetapkan pidana mati tidak dapat 
lagi dijatuhkan. 
c. Pidana penjara 
       Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan 
bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya 
menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti 
menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) 
dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib 
untuk tunduk, dan menaati dan menjalankan semua tata tertib yang berlaku. 
Kedua jenis pidana ini nampaknya sama, tetapi sesungguhnya berbeda jauh. 
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan 
terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku 
KUHP.Sebelum tangal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja 
paksa di luar atau di dalam rantai.  
        Ada beberapa system pidana penjara, yaitu :Pensylvania system, 




penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur 
hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) 
tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun. 
c. Pidana kurungan 
       Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan 
kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan 
daripada pidana penjara. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya 
mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodian honesta untuk 
delik-delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa 
(kelalaian) dan beberapa delik delus, seperti perkelahian satu lawan satu 
(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Yang kedua 
sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik 
pelanggaran.  
Ketentuan-ketentuian pidana kurungan adalah sebagai berikut: 
1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka 
mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat 
tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). 
2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi 
lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP). 
3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun, namun 
maksimum boleh satu tahun empat bulan. Dalam hal ini terjadi 
pemberatan pidana, karena perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52 




4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana 
masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana 
kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP). 
5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya 
terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan. 
Lamannya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan 
selama-lamanya adalah satu tahun.Akan tetapi lamanya pidana tersebut 
dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi 
samenloop¸recidive dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. 
d. Pidana denda 
         Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) 
baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri.Begitu 
juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, 
pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana 
kurungan.Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan jarang sekali diancam 
dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun 
berdiri sendiri. 
e. Pidana tutupan 
          Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui 
UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang 
melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 




dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah 
sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih 
tepat.Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu 
untuk melaksanakan Undang Undang  Republik Indonesia Nomor . 20 
Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.  
       Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah 
tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 
Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta 
fasilitasfasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya 
dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5, Pasal 36 ayat 1 dan 3, Pasal 37 
ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus 
lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak 
merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut. 
        Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1984 
tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak 
mendaptkan fasilitas dari pada narapidana penjara. Hal ini disebabkan 
karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang 
dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut 
dihormati.Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 PP ini, tampaknya pidana 
tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara 
juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yangd dapat dipidana tutupan 
hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh 




PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut 
dihormati itu.Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya 
kepada hakim. 
f. Pidana Tambahan 
          Pengaturan mengenai pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat 
dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya 
hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.Pidana 
tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
       Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut.Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak 
ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal  (a) tidak 
bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim; (b) 
tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 
undang-undang dengan suatu putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan 
pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh 
undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan. 
     2) Pidana perampasan barang-barang tertentu 
        Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya 




kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai 
politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya 
untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS 
Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang 
tercantum dalam Pasal 39. Adapun barang-barang yang dapat dirampas 
menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP , antara lain: a) Benda-benda 
kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu; 
b) benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 
melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan 
terpidana untuk membunuh.  
         Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 
barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 
untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang 
tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis 
(pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 
275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, 
surat dagang). Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila 
barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk 
dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada 
saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu 







3) Pidana pengumuman putusan hakim 
         Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain 
dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang 
telah diatur di dalam Pasal 127 (dalam masa perang menjalankan tipu 
muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau 
Angkatan Darat), 204, 205 (Menjual barang yang berbahaya), 359, 360 
(menyebabkan mati atau luka karena kealpaan), 372, 374, 375, 378, dan 
seterusnya tentang Penggelapan, serta Pasal 396 dan seterusnya 
(perbuatan merugikan pemiutang).  
       Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka 
keputusan tersebut batal demi hukum.Hal ini berbeda dengan 
pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.  
        Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi 
ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk 
menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 
kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 
ditanggung terpidana. Adapun penjatuhan pidana tambahan ini 
mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat 
bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk 
kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga 
membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak 




diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak 
pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau 
perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan 
terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.  
         Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 
bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa 
alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan 
tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan 
bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara 
luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. 
 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian 
1. Pengertian Perjudian 
        Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap 
negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Pada 
hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada 
agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian ini bertentangan 
dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif 
merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda, karena 
menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang 
mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat 
digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi 




Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Karena 
perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas 
yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. 
Beberapa negara islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara 
mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, 
dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing , dan tak dapat 
dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.23 
        Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah 
satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang 
benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akanmemberikan 
taruhannya kepada si pemenag. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan 
sebelum pertandingan dimulai. Judi juga bertetangan dengan agama, moral, 
dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbullkan ketergantungan dan 
menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para 
pemain tetapi juga keluarga mereka. Sementara itu dalam pasal 303 ayat (3) 
KUHP mengartikan judi sebagai berikut : 
“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada 
umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga 
kalau perngharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan 
oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala 
permainan lain-lainnya”. 
 
        Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patolgi sosial, 
perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai 
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atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan 
harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, 
perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.24 
          Perjudian adalah suatu kondisi dimana tempat potensi kehilangan sesuatu 
yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, 
perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan 
pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandunng resiko. Ketiga unsur 
dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang dapat membedakan perilaku 
berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung resiko : 
a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang 
(atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan 
imbalan lainnya yang dianggap berharga. 
b. Resiko yang diambil bergantung kepada kejadian-kejadian dimasa 
mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh 
hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. 
c. Resiko yang diambil bukan sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau 
kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan 
judi. 
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah 
perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan 
melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih 
apakah akan mengambil resiko kehilangan atau tidak. 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian 
        Dari pemaparan mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus 
terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur tersebut 
adalah : 
a. Permainan/perlombaan 
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. 
Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan 
untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya 
bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam 
permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut 
bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. 
b. Untung-untungan 
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak 
digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau 
factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran 
pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 
c. Ada taruhan 
        Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh 
para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta 
benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat 
adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan 
ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama 
untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau 




memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam PP No. 09 
tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian adalah masuk kategori 
judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga Nampak 
seperti sumbangan, semisal sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) 
bahkan sepak bola, pimpong, bulu tangkis, volley, dan catur bisa masuk 
kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur tersebut.  
        Di dalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 yang 
ancaman pidananya lebih ringan yaitu pidana kurungan maksimum satu 
bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas). 
Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka 
pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-Undang No.7 
tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.  
        Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 
dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP 
adalah : 
1) Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain 
judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 
KUHP, yaitu : 
a) Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda 
paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 
mendapat izin : 
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, 




Ke-2. Dengan sengaja mewarkan atau memberikan kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja 
turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk 
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 
suatu tata cara; 
Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai 
pencaharian. 
b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk 
menjalankan pencaharian itu; 
c) Yang dimana disebut permainan judi adalah tip-tiap permainan 
bergantung pada keberuntunngan belaka juga karena permainnya 
lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang 
tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, 
demikian juga segala pertaruhan lainnya. 
d) Dalam rumusan Pasal 303 KKUHP di atas memuat 5 kejahatan 
mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu : 
1) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan; 
2) Butir 2, memuat dua kejahatan; 
3) Butir 3, memuat satu macam kejahatan. 
Sementara dalam ayat (2) tentang dasar pemberatan pidana dan ayat 





2) Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar 
Pasal 303 KUHP. 
         Perjudian yang dimaksud diatas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, 
ditambah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1974 yang rumusannya 
sebagai berikut : 
a) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana 
denda maksimum sepuluh juta rupiah: 
Ke-1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan terbuka 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 untuk bermain judi; 
Ke-2. Barang siapa yang turut serta bermain judi dijalan umum atau di 
suatu tenpat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi 
tersebut telah diberikan izin oleh penguasa yang berwenang. 
b) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak 
pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap Karena salah 
kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pindana penjara maksimum 
enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah. Dalam 
pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis 
kejahatan itu adalah :  
1)  Bentuk I 
Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
Perbuatan : bermain judi; 
Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan 




Kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP, tidak berdiri sendiri, 
melainkan tergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa 
terjadinya pelanggaran 303 KUHP maka pelanggaran 303 bis 
KUHP juga tidak ada. 
2) Bentuk II 
Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut : 
(a) Perbuatan : ikut serta bermain judi; 
(b) Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat 
dikunjungi umum; 
(c) Perjudian itu berikutnya tanpa izin dari penguasa yang 
berwenang. 
(d) Perjudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 
tentang pelaksanaan penertiban perjudian dikategorikan dalam 
tiga macam yaitu : 
(1) Perjudian di kasino 
Perjudian kasino terdiri dari Roulette, Black Jack, Baccarat, 
Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, 
Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, 
Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang 
berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, serta Kiu. 
(2) Perjudian di tempat keramaian 
Lempar gelang,lempar uang, Kim, pancingan, menembak 




adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, 
Mayong, Erek-erek. 
 
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
         Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang 
dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang 
termaktub dalam dakkwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti 
minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan 
kesalahan terdakwa setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan.  
         Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dalam hal itu, undang-undang menghendaki adanya minimum alat 
bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa 
dan tindak pidana yang dilakukannya.  
        Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal 
dua alat bukti yang menurut KUHP. Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebut alat 
bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Praktik sehari-hari, baik penuntut umum maupun Hakim, 
factor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua 




       Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku 
sopan, dan mengakui perbuatannya. Factor-faktor yang memberatkan antara lain 
member keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, 
meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. 
1.  Yang meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah sebagai 
berikut : 
a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan 
Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “jika Hakim menghukum anak 
yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, 
dikurangi sepertiga.” 
b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) 
KUHP yang berbunyi : “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) 
yang berbunyi : “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas 
kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
2. Yang memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-Undang ditentukan sebagai 
berikut: 
a. Dalam hal Concurus, sebagimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP : (1) 
“Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 




kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu pidana.” 
b.  “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh 
lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.” 
c. Pasal 66 KUHP yang berbunyi : (1) “Dalam hal gabungan beberapa 
perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana 
atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiga.” (2) “Dalam hal ini pidaa denda 
dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang 
ditentukan untuk perbuatan itu.” 
d. Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. 
 
D. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perjudian  
           Dalam kontek kriminologi sebagai ilmu kejahatan atau penjahat, maka 
kriminologi menurut Topirand dikutip Santoso dan Zulfa, dipahami sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, 
baik kriminologis teoritis maupun kriminilogis murni. Kriminologi teoretis adalah 




yang sejenis yaitu memerhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-
sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.25   
         J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan atau penjahat.26   Sahetapi  mengutip pendapat Edwin H. Sutherland, 
bahwa kriminologi didefinisikan : criminology is the body of knowlegde regarding 
delinquency and crime and social fenomena (kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial).27 
             Kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang 
awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan 
sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses 
semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh 
hukum pidana atau perundang-undangan pidana.28 Bila dihubungkan dengan 
pengertian kejahatan (kriminal), sebagai sauatu konsep yang yang relatif dinamis, 
serta bergantung pada ruang dan waktu, sumber bahan dalam kebijakan 
kriminalisasi harus di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 
1. Masukan sebagai penemuan ilmiah 
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai delik-delik 
khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek. 
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk serta dimensi baru kejahatan 
dalam pertemuan atau kongres Internasional 
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4. Masukan dari konvensi Internasional 
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP Asing29   
        Hukum pidana sejauh yang terkait dengan menangkis perilaku berbahaya 
yang diarahkan untuk melindungi legitimasi kepentingan berdsarkan politik 
moral tertentu. Dalam melakukan kriminalisasi maka prinsip kerugian (harm 
principle) menjadi perbincangan atau pun pertanyaan seperti dalam 
pelanggaran kekerasan dan konsep baru dari pelanggaran masuk tanpa izin 
(trespass). Sebagai tambahan, prinsip demokrasi dan politik terkait reperensasi 
demokrasi juga dipertanyaan mengenai teori dan praktek dalam pembenaran 
dalam menerapkan hukum pidana.  
       Terdapat perdebatan mengenai autonomi prinsip atau kebebasan positif, 
kombinasi dengan minimalis versi dari prinsip kesejahteraan (walfare) 
seharusnya menyediakan fondasi bersana dengan European Convention on 
Human Right. Terdapat beberapa tipe perbuatan yang seharusnya 
dikriminalisasi untuk memastikan bahwa individu tidak memiliki autonomi 
yang dilanggar oleh perbuatan paksaan dari yang lain dan kondisi otonomi 
tersebut diabadikan. Akan tetapi secara umum prinsip autonomi menyarankan 
bahwa hukum pidana seharusnya minimum. Dengan perkataan lain sarana 
peraturan seharusnya sedapat mungkin diadopsi. Hal ini kemudian akan 
bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut: 
a. Kriminalisasi pelanggaran perilaku kecuali kriteria lebih lanjut  dipenuhi; 
b. Penggunaan alasan paternalistic untuk membenarkan krimialisasi, kecuali 
untuk melindungi yang rentan; 
                                                          




c. Kewajiban pidana (criminal liability) untuk kelalian (omission) kecuali 
untuk kasus yang kuat; 
d. Memperluas sanksi pidana untuk kerugian minor (minor harm); 
e. Kewajiban pidana (criminal liability) berdasarkan bahwa jarak jauh (remote 
harm); dan 
f. Pembuatan dari apa yang disebut sebagai kejahatan tanpa korban (victimless 
crimes). 
           Di sisi lain prinsip kesejahteraan (walfare principle) mendukung 
argumen yang sebaliknya dalam kasus dimana konsekuensi dari individual 
terlibat mungkin sangat serius sebagai ancaman terhadap atonomi mereka. 
Argumen dasar mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi terletak pada 
permasalahan bukti di mana kadangkala bukti empiris dan lainnya harus 
disediakan. Contohnya perdebatan mengenai narkotika dan sanksi pidana harus 
berkaitan dengan bukti empiris terkait akibat dari menggunakan obat tersebut 
dibandingan dengan akibat serupa serta terkait dengan sifat dan jumlah 
kejahatan narkotika.  Tidak kalah pentingnya adalah sebuah prediksi yang 
benar berdasarkan efek praktis dalam memperkenalkan pelanggaran baru. 
Terutama dalam hal penerapan yang selektif dan pengadopsian yang kreatif. 
Penerapan yang selektif maksudnya dampak dari tidak proporsional terhadap 
kelompok masyarakat tertentu harus dihindari. Adaptasi kreatif maksudnya 
aparat penegak hukum harus mengantisipasi apa yang yang tidak diantisipasi 
oleh legislator. Hal ini mungkin menjawab bahwa permasalahan dari 
pengawasan diskresi diantara para aparat penegak hukum maupun legislator 




        Satu permasalahan penting tentang kriminalisasi adalah bagaimana 
mengakses relatifitas dari keseriusan dari kerugian (harm). Hal ini cukup serius 
untuk membenarkan kriminalisasi. Bagian lain yang dipersamakan adalah 
bentuk dari pengawasan sosial apakah sesuai dan apakah lebih efektif. Diskusi 
mengenai hal ini dalam hukum Inggris dan Wales tumpul dengan absennya 
berbagai alternatif pembangunan bentuk dari regulasi dari perbuatan yang tidak 
diinginkan. Tidak adanya kategori umum mengenai infractions, violation, civil 
offences atau administrative offences menjadi ketidakseragaman dalam 
penegakan atau pengadilan terhadap kategori kesalahan (wrongs). Dalam teori 
hukum pidana seharusnya dibagi menjadi sanksi perdata dan peraturan 
administrative dengan berdasarkan referensi untuk mensensor fungsi dan 
dengan prinsip dimana lingkup hukum pidana seharusnya dibuat minimalis. 
Argumen mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi seharusmnya diuji tidak 
hanya dengan empiris tetapi juga dengan pembenaran dalam menerapkan 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perjudian dalam Hukum Posistif Indonesia 
          Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan 
larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam 
perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan 
diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Beberapa bahan pertimbangan dari 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada 
konsiderans menimbang, sebagai berikut:  
1. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan 
moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara;  
2. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan 
perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya 
menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;  
3. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 
(Staatsblad Tahun 1972 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah 
dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 
(Staatsblaad Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan 




4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun 
Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.  
      Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, 
berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah 
lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari 
adanya Staatsblad Tahun 1912, dan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan 
untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada 
larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada 
pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana 
dendanya.   
          Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 
dinyatakan bahwa “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai 
kejahatan” Ketentuan Pasal ini kurang sesuai dengan judul Undang-Undang No. 7 
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, oleh karena Konotasi “Penertiban 
meskipun berarti mengatur atau menata, akan tetapi terkandung pula 
kemungkinan untuk menentukan perjudian bukan sebagai tindak pidana, 
khususnya jika perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang. Undang-
Undang Republik Indonesia tentang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian menentukan pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:   
1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan 




hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima juta rupiah.   
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman 
penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.  
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta 
rupiah.  
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis. 
        Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 
tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran 
ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan 
asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan 
bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya 
ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu 
rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah.   
        Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan 
hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung 
pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi 




maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan takut untuk ikut 
berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.  
       Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang 
ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP dilakukan perubahannya yang masih 
memerlukan penjelasan dan pembahasannya lebih lanjut karena ketentuan Pasal 
542 KUHP sebenarnya berada dalam Buku Kedua KUHP yakni tentang kejahatan 
dan dijadikan Pasal 303 bis KUHP.  
        Menurut Wirjono Prodjodikoro, penggolongan tindak-tindak pidana atas 
kejahatan dan pelanggaran (misdrijven en overtredingan).30 Dijelaskan lebih 
lanjut oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa penggolongan ini terlihat dalam KIUHP 
yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan Umum 
(Algemeneleerstu en). Buku II memuat tindak-tindak pidana yang masuk 
golongan kejahatan (misdrijven). Buku III memuat tindak-tindak pidana 
pelanggaran (overtredingan).  
        Konsekuensi ditariknya ketentuan Pasal 542 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 
303bis KUHP, selain dikualifikasikan menjadi tindak pidana kejahatan, juga 
ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut menjadi pasal mati oleh karena dicabut 
berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian. Pembahasan ini dipertanyakan apakah unsur-unsurnya 
mengikuti kualifikasi dari semula sebagai pelanggaran berubah menjadi kejahatan, 
juga mengikuti unsur-unsur baru sesuai ketentuan Pasal 303bis KUHP.  
                                                          




        Pasal 2 ayat (2) KUHP berkaitan erat dengan Pasal 2 ayat (3) KUHP, oleh 
karena titik pusat perhatian dalam perubahannya adalah ketentuan Pasal 542 ayat 
(2) KUHP yang merubah dari hukuman kurungan menjadi hukuman penjara serta 
merubah pula ancaman pidana penjara dan pidana dendanya menjadi lebih besar 
dan berat. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 1974, hanya menentukan perubahan sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 
bis.   
         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian, menentukan pula pada Pasal 3 ayat (1) bahwa “Pemerintah 
mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang 
ini”,  Ditentukan pada Pasal 3 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ayat (1) pasal ini 
diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundangan yang 
dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) tersebut ialah Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 
tentang Penertiban Perjudian.  
 
B. Aspek Kriminologis terhadap Tindak Pidana Perjudian  
       Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana menurut Teguh Prasetyo 
sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai ‘dua sisi diantara satu mata 
uang’ dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan 
formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang 
menjadi kajian pokok kriminologi.31Aspek kriminilogis dalam konteks 
                                                          





menanggulangi tindak pidana perjudian merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP 
mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan 
untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga 
kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan 
permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut 
berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya.  
       Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam 
penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, (togel), adu ayam, 
adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.  
         Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan 
peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan 
itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu 
sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). 
Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung 
pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan 
mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut 
akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.  
         Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal 
yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social 
policy), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan 




mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana 
masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu 
(crime containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi 
untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi 
kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka 
yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan 
pelaksanaan pidana.32  
         Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan 
subsistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat 
mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi 
maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor antara lain (1) 
Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana; (2) profesionalisme aparat penegak 
hukum dan (3) budaya hukum masyarakat. 
         Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan 
bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 
penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat 
diatur oleh kaidah hukum. Sehubungan dengan pandangan di atas ada beberapa 
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faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu (1) Faktor perundang-
undangan, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum, (4) faktor budaya hukum masyarakat, (5) faktor-
faktor penyebab terjadinya perjudian. 
        Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain 
merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam 
masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap delik perjudian, 
efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor 
sebagaimana disebutkan yang meliputi: 
1. Faktor Perundang-undangan 
        Eksistensi pengaturan delik perjudian tidak hanya dalam Undangundang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. 
Namun masih terdapat bentuk-bentuk delik perjudian yang belum mendapatkan 
pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih 
dalam melakukan judi.  Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan (asas 
legalitas), bahwa tiada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
perundang-undangan. Maka pengaturan atas delik perjudian yang masih belum 
terakomodasi dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting. 
Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana 
mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal 
tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang 
dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah 




tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan 
lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang 
mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai 
peringkat sistem peradilan pidana. 
2. Faktor Penegak Hukum 
         Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi delik perjudian 
tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang 
dirumuskan dalam hukum positif, melainkan keberhasilannya sangat 
tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum); mulai dari 
tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi.Hal ini dikarenakan karakteristik 
yang khas dari delik perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat 
konvensional.Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki 
kemampuan lebih dan keberanian moral dalam menangani delik perjudian serta 
aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan 
hukum (rechtvinding), sehingga tidak ada alasan klasik yang menyatakan 
dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundangundangan tidak lengkap 
atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. 
3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana 
         Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum 
terhadap delik perjudian.Sebab eksistensinya merupakan penopang 
keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Jalinan kerjasama 
yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan 




operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna 
menindak ataupun mempersempit ruang gerak pelaku delik perjudian. 
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat 
         Faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki pengaruh dan 
memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap 
delik perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan 
fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga 
seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam 
kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam 
melaksanakan peranan dalam masyarakat. Kepatuhan semua masyarakat 
terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, 
mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang 
menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah 
sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial 
untuk terjadinya delik perjudian. Berdasarkan pendapat di atas, maka 
pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan 
terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam 
penerapannya serta tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-
pihak yang berperkara.  
          Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan 
penegak hukum terhadap delik perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang 
dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul 
dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan 




aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara 
perorangan maupun kelompok.  
         Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa 
efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik perjudian tidak hanya 
terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam 
peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun 
kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik 
perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas. 
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjudian di Wilayah Brebes 
       Faktor penyebab terjadnya kejahatan perjudian, khususnya judi togel di 
Wilayah Brebes,  menurut Bapak Tri Agung Kasat Reskrim Polres Brebes, 
setidaknya ada 3 faktor, yakni kondisi ekonomi, keisengan, dan lingkungan.33  
a. Faktor Ekonomi 
       Dijelaskan oleh beliau bahwa saat ini jenis perjudian togel banyak 
dilakukan dimana para pelaku (pemasang) adalah masyarakat ekonomi 
lemah. Ada kecenderungan pelaku perjudian di Wilayah Brebes khususnya 
pelaku judi togel, umumnya pelaku adalah para pembeli yang secara 
ekonomi berada dibawah/rendah. Motifnya mencari keuntungan, didorong 
keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar atau berlipat ganda, 
dengan cara pasang nomor yang kemenangannya tergantung pada untung-
untungan. dan juga kadang-kadang karena kemahiran bermain. 
                                                          
33 Tri Agung Kasat Reskrim Polres Brebes, Hasil wawancara mengenai faktor-faktor penyebab 




Seseorang yang berpenghasilan rendah yang ingin cepat kaya dan 
mendapatkan keuntungan yang besar umumnya melakukan hal-hal yang 
sifatnya untung-untungan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan.  
b. Faktor Iseng atau Coba-coba  
         Dimulai dengan iseng-iseing atau coba-coba pasang togel, namun 
ketika nomor yang dipasang cocok dan keluar atau tidak cocok, maka 
cenderung membuat pelaku ingin pasang togel lagi. Namun tanpa disadari, 
perilaku pasang angka itu berlanjut, yang sebelumnya iseng, berubah 
menjadi rutinitas, dan biasanya didukung oleh orang-orang dalam komunitas 
orang-orang (pemasang) judi togel. Apa yang pernah dipelajari dan 
menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam 
pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi untuk pasang togel. 
Hal ini diakui oleh salah seorang pelaku berinisial A menyatakan bahwa 
“ada rasa senang bahkan merasa bangga bila nomor yang dipasang itu 
ternyata keluar”   
c. Faktor Lingkungan   
          Dorongan berjudi terhadap seseorang diciptakan oleh orang-orang 
yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja dari keluarga, teman-teman, atau 
orang-orang yang sering atau biasa ditemui. Orang-orang tersebut 
membawa pengaruh judi yang tidak dapat dihindari, hal tersebut terjadi 
karena kuatnya dorongan yang diciptakan oleh lingkungan. Dorongan yang 
diberikan oleh mereka disampaikan dalam bentuk kata-kata maupun 
tindakan.  Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menjelaskan 




in a process of communication. This comunication is verbal in many 
respects but icludes also the communication of gestures.”  Pada intinya, 
Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa tingkah laku atau perbuatan 
jahat dapat terjadi melalui proses komunikasi dengan orang lain, baik 
secara verbal maupun non verbal. Sutherland dan Cressey juga berpendapat 
bahwa orang-orang terdekat adalah bagian utama yang membentuk perilaku 
seseorang dalam berbuat kejahatan.  Berita mengenai para penjudi yang 
berhasil menang memberikan kesan kepada para calon penjudi kemenangan 
dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada 
siapa saja padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.  
 
C. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana 
Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada Umum berdasarkan Putusan 
Nomor 81/Pid/B/2019/PN.Bbs 
         Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa WBR 
karena telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan 
kepadanya yakni dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat 
(1) ke-1, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;  
        Bahwa dakwaan bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila  dakwaan primair 
telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan 
subsidair. Dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis 




melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
2. Tanpa mendapat ijin ; 
3. Dengan tanpa hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan turut 
serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; 
Ad.1. Unsur barang siapa 
          Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap 
orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa 
dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 
15 KUHAP;  
         Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada 
awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama W Bin 
R dengan segala identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi 
kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, 
sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi. 
        Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin 
        Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah kewenangan 
yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang 
atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai 




       Bahwa benar adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri menyampaikan bahwa kesempatan permainan judi yang diberikan oleh 
terdakwa ini telah berjalan sejak Oktober 2018 sampai dengan terdakwa 
ditangkap yaitu tanggal 13 Maret 2019, dan permainan judi adalah ilegal dan 
melawan hukum dan kesempatan perjudian yang diberikan oleh terdakwa 
kepada warga sekitar yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapatkan ijin 
dari jawatan / pejabat / pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian 
“Unsur tanpa mendapat ijin” telah terbukti secara sah menurut hukum. 
Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan turut 
serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; 
          Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memoriie Van 
Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan 
beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja 
harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. 
Selanjutnya Terdakwa W bin R ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari 
Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya yang 
beralamat di Jl. Dr. Sarjito Rt 04/Rw 04, Kel. Gandasuli, Kec. Brebes, Kab. 
Brebes, pada saat setelah menerima atau menampung angka pasangan judi 
(togel) yang telah ditebak oleh para pemasang, selanjutnya telah disetorkan 
dengan cara Online melalui Internet.   
         Awal peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 para saksi 
selaku anggota Sat Res Polda Jateng mendapatkan info dari masyarakat, 




Rt.04 Rw.04 Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, yang 
diduga dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut 
di atas lalu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2019, para saksi melakukan 
pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan ternyata para saksi 
mendapati terdakwa sedang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada 
warga sekitar untuk melakukan perjudian togel, selanjutnya para saksi kembali 
ke Polda Jateng untuk melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan di 
Polda Jateng dan selanjutnya setelah mendapatkan perintah untuk melakukan 
penyelidikan lalu para saksi ditunjuk untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kasus tersebut.  
        Bahwa benar perjudian yang dilakukan terdakwa bukan merupakan 
pekerjaan tetap terdakwa namun pekerjaan tetap terdakwa sebagaimana 
penyelidikan yang dilakukan oleh saksi serta pengakuan terdakwa sendiri 
adalah berternak Bebek dan membuka toko kelontong. Sehingga dengan 
demikian “Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan 
turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terbukti secara sah menurut 
hukum ; 
         Bahwa karena unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa 
dibebaskan dari dakwaan primair tersebut,  selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 
KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 




3. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk 
main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, 
biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk 
memakai kesempatan itu ; 
Ad.1. Unsur barang siapa 
          Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai 
subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili 
disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP; 
Setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap 
identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata 
benar bahwa terdakwa adalah bernama W bin R dengan segala identitasnya 
tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang 
yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian 
unsur barang siapa ini telah terpenuhi; 
Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin 
           Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah kewenangan 
yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang 
atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai 
ijin atau tidak mempunyai kewenangan.  
          Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan 
terdakwa sendiri menyampaikan bahwa kesempatan permainan judi yang 
diberikan oleh terdakwa ini telah berjalan sejak Oktober 2018 sampai dengan 




ilegal dan melawan hukum dan kesempatan perjudian yang diberikan oleh 
terdakwa kepada warga sekitar yang dilakukan oleh terdakwa tanpa 
mendapatkan ijin dari jawatan / pejabat / pihak yang berwenang. Sehingga 
dengan demikian “Unsur tanpa mendapat ijin” telah terbukti secara sah 
menurut hukum. 
Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk 
main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, 
biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk 
memakai kesempatan itu ; 
          Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memoriie Van 
Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan 
beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan Menimbang, bahwa 
karena terdakwa telah menjual kupon nomor judi jenis togel Kuda Lari dan 
Hongkong tersebut kepada masyarakat umum yaitu di sekitar rumahnya yang 
beralamat di Jl. Dr. Sarjito Rt 04/Rw 04, Kel. Gandasuli, Kec. Brebes, Kab. 
Brebes, padahal terdakwa tidak memiliki ijin, maka dengan demikian unsur 
dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan main 
judi kepada umum tersebut telah terpenuhi;  
         Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim 
menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut 
Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak 
pidana “Tanpa Hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan 




dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 
Ayat (1) ke-2 KUHP; 
       Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai 
lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya 
perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini. Di samping itu sepanjang 
pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau 
pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus 
dipersalahkan dan harus pula dipidana. Adapun lamanya terdakwa ditahan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena hukuman 
yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan. Adapun terhadap 
barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : a. Uang tunai Rp. 140.000,- 
(seratus empat puluh ribu rupiah) ; b. 1 bendel arsip transaksi perjudian online ; 
c. 1 buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 1310422025 atas nama 
Wahyudi dan 1 ATM BCA jenis Debet Paspor Gold nomor 
6019008502840100 ; 1 Hand Phone Huawei warna Gold berikut Sim Card 
nomor : 0819106336 dan 085742451800.  
         Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan  terhadap barang bukti 
berupa uang tunai sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), 
karena ternyata uang tersebut merupakan uang pasangan untuk bermain judi 
jenis Kuda Lari dan Hongkong, maka terhadap barang bukti tersebut harus 
dirampas untuk Negara, 1 (satu) bendel arsip transaksi perjudian online karena 
barang bukti tersebut adalah alat dan sarana terdakwa dalam berjualan judi 




bukti dinyatakan tetap terlampir dalam berkas. Karena barang bukti tersebut 
adalah sarana terdakwa dalam menjual nomor judi dan ternyata handphone 
tidak memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula 
dibebani untuk membayar biaya perkara;  
          Bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-
hal yang memberatkan yakni (1) Perbuatan Terdakwa telah meresahkan 
masyarakat, karena bisa merusak kehidupan masyarakat; (2) Perbuatan 
terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian. 
Adapun hal-hal yang meringankan (1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
dan mengakui terus terang perbuatannya, (2) Terdakwa belum pernah 
dihukum, (3)  terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; (4) terdakwa 
menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.  
         Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana 
yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa 
keadilan masyarakat.  Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 
KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. 
Selanjutnya majelis hakim Menyatakan terdakwa W bin R tersebut, tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dakwaan primair penuntut umum; Menyatakan Terdakwa W bin 
R dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut ;  
         Menyatakan terdakwa W bin R tersebut, telah terbukti secara sah dan 




mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak 
umum”  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan ;  Menetapkan masa penahanan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
  
D. Pembahasan 
1.  Perjudian Diatur dalam Hukum Positif Indonesia. 
         Tindak pidana perjudian diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang 
menyempurnakan KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan 
yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP, 
yakni dalam Pasal 303 dan 303 bis. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsur 
pokoknya adalah (1) barang siapa ; (2) tanpa mendapat ijin ; (3) eengan tanpa 
hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi 
dan menjadikannya sebagai pencaharian. 
2. Aspek kriminologis terhadap tindak pidana bagi orang yang mengunakan 
kesempatan untuk main judi 
        Dalam kriminalisasi,  suatu perbuatan dilakukan melalui suatu proses 
yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan 
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Proses ini 
berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam 




       Kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang-Undang No.7 Tahun 
1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan diuraikan mengenai, 
ruang lingkup perbuatan yang merupakan delik perjudian. Tindak pidana 
perjudian Togel sesungguhnya pemerintah setempat harus lebih serius dalam 
menangani kejahatan ini sebelum jenis kejahatan ini meningkat dari tahun ke 
tahun. Kerena di wilayah perkotaan Brebes kejahatan perjudian togel ini telah 
beberapa kali ditemukan. Dalam hal faktor-faktor penyebab judi Togel di 
wilayah Brebes, antara lain karena faktor ekonomi, iseng, dan lingkungan.  
3. Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Bagi Orang 
Yang Mengunakan Kesempatan Untuk Main Judi. 
          Putusan Nomor : 81/Pid/B/2019/PN.Bbs, menyatakan bahwa terdakwa 
WBR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan 
untuk main judi (togel) kepada khalayak umum”, maka terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Putusan hakim ini juga penulis 
kira sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP,  dimana unsur-
unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu 
tuntutan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dakwaan 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : No. B-
06/0.3.30.3/Ep.2/05/2019  yaitu terdakwa telah memenuhi Pasal 303 ayat (1) 
Ke-2 KUHP.    
        Vonis pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa, menurut 
hemat penulis, masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat 




meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena Terdakwa 
sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan karena terdakwa belum 
pernah dihukum, Hal inilah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan Putusan tersebut. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni 
tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga 
pertimbangan psikologis dan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan 
cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang 
bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila 
sebagai sumber dari segala hukum. Pertimbangan Hakim adalah hal yang 
sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan, 
seorang Hakim dituntut untuk arif bijaksana dan pertimbangan yang berasal 
dari hati nuraninya lalu memutus dengan seadil-adilnya, adil untuk penegak 
hukum, adil untuk korban, adil untuk para terdakwa, dan adil untuk 
masyarakat. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim melakukan 
pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan 
dari aspek psikologi dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis 
terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling 
penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik 
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan 
rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
       Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam 




dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya 
yang di maksud dengan fakta-fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana itu 
dilakukan, penyebab serta latar belakang mengapa pelaku melakukan 
perbuatan tersebut. Apakah karena keterbatasan ekonomi, hanya ingin 

























Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tindak pidana perjudian dirumuskan dan Pasal 303 dan Pasal 303 bis 
KUHPidana. Kedua pasal itu merupakan kejahatan dengan (a) Diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling 
banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin (b) Kalau 
yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian 
itu. (c) permainan judi adalah tiap-tiap permainan, mendapat untung, 
pertaruhan.  Rumusan Pasal 303 bis KUHPidana (1) Diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta 
rupiah.  Rumusan kejahatan pada Pasal 303 bis KUHPidana berupa 
pelanggaran pada mulanya diatur dalam Pasal 542 KUHPidana. Namun, 
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 
penertiban perjudian, maka Pasal 542 diubah menjadi kejahatan dan 
diletakkan pada Pasal 303 bis KUHPidana. Ancaman pidananya pun berubah 
dari kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 
menjadi penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum 
Rp10.000.000,00 
2. Pada umumnya pelaku perjudian di Wilayah Brebes adalah para pembeli yang 




yang besar dengan didorong keinginan yang kuat untuk memperoleh 
keuntungan yang besar atau berlipat ganda, dengan cara pasang nomor yang 
kemenangannya tergantung pada untung-untungan. 
3. Pertimbangan hakim terhadap orang yang mengunakan kesempatan untuk 
main judi (togel) dalam perkara nomor : 81/Pid/B/2019/PN.Bbs didasarkan 
dengan fakta-fakta hukum yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. Unsur tindak pidana perjudian (a) unsur barang siapa, (b) unsur 
tanpa mendapat ijin, dan (3) unsur dengan sengaja menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk permainan judi (Togel) yang menjadikannya 
sebagai pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.  
 
B. Saran 
Beberapa saran merujuk pada hasil analisis data dan pembahasan pada bab 
sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan upaya penyuluhan kejahatan perjudian yang melibatkan tokoh 
agama, masyarakat umum, agar masyarakat dapat memahami dan sadar 
terhadap bahaya kecanduan main judi dan hukuman bagi pelaku perjudian. 
2. Perlu pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku perjudian Togel yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan agar mendapatkan efek jera bagi pelaku 
tindak pidana ini. 
3. Pihak Kepolisian perlu meningkatkan pengawasan dan melakukan patroli 
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